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MUKHLIS, S.H., M.Hum.
Penyelesaian Jarimah Khalwat secara adat diatur menurut Pasal 13 ayat (1) butir (d) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, menyebutkan penyelesaian sengketa/perselisihan adat terkait Jarimah Khalwat dapat
dilakukan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat gampong oleh tokoh-tokoh adat, sehingga dapat melahirkan suatu
kewenangan Peradilan Adat terhadap para pelaku Jarimah Khalwat di Kabupaten Pidie Jaya. Namun kenyataannya masih terjadi
pelanggaran Khalwat yang belum diselesaikan secara adat melalui proses penyelesaian secara adat sesuai Qanun tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan alasan Jarimah Khalwat di Kabupaten Pidie Jaya tidak diselesaikan secara adat, dan
hambatan dalam penyelesaian Jarimah Khalwat secara adat serta upaya yang dilakukan dalam meminimalisir Jarimah Khalwat
tersebut.
	Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan. Untuk mendapatkan data
sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundangâ€“undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku yang
berkaitan dengan penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini
melalui wawancara dengan responden dan informan.
	Hasil penelitian diketahui bahwa Jarimah Khalwat di Kabupaten Pidie Jaya tidak diselesaikan secara adat karena sengketa Khalwat
yang ditemukan pada umumnya dilakukan oleh warga gampong yang berbeda sehingga tokoh adat memutuskan untuk diselesaikan
dan diserahkan kepada pihak Wilayatul Hisbah dikantor satpol PP dan WH sebagai pihak mediator. Hambatan dalam penyelesaian
Jarimah Khalwat secara adat diantaranya ialah sulitnya dalam memanggil para pelaku karena tidak ada proses penahanan terhadap
pelaku khalwat sehingga pada saat dipanggil banyak pelaku yang telah melarikan diri dari daerah tersebut. Upaya yang ditempuh
dalam meminimalisir Jarimah Khalwat adalah dengan cara memberikan himbauan, pembagian selembaran, serta patroli rutin secara
berkala oleh pihak Wilayatul Hisbah.
Disarankan kepada pihak Kepolisian dan  Satpol PP dan Wilayatul Hisbah agar menguatkan peran aparatur gampong untuk
menyelesaikan pelaku jarimah khalwat, kepada masyarakat agar dapat membangun komunikasi yang baik dengan aparat penegak
hukum agar kepastian hukum dapat diterwujud, kepada aparatur gampong untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat
pendidikan moral serta agama bagi generasi bangsa dalam menegakkan syariat islam di Aceh.
